iz
C

BAPPENAS

Kametarian Pursncansan Pe
Badan Perencanasn Pom

unen Nasi
pan Nasionat

LEMBAR DISPOSISI
CHIEF DATA AND GOVERNANCE OFFICER/
KOORDINATOR BIDANG DATA DAN TATA KELOLA
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA

Nomor Agenda Surat Diterima Tingkat Surat
316/SDI/06/2024 24 Juni 2024 Segera
Nomor Surat : 000.8.3/4285/Bangda Permintaan Narasumber “Rapat Koordinasi
Asal Surat : Kementerian Dalam Negeri Penyelarasan Bisnis Proses Pengelolaan Statistik

Sektoral Daerah dalam Modul Informasi
Pembangunan Daerah, Sistem Informasi
Pemerintah Daerah”

l. Bidang Perencanaan

lll. Bidang Aplikasi dan Teknologi | b. Buatkan

a. Tanggapan

o Manajer Perencanaan:

Dicky Rahardi

o Edy Widiarto

o Dhamai Brilianggara
o Budyanto

o Venny Larasati

o M Ziyad Naufal

o Cindra Chatami

Il. Bidang Hukum

o Agung Nugraha

o M Indra Lesmana
o Ahmad Khafi Ghon
o Venna Aisyah

o Manajer Aplikasi dan Teknologi:

Willy Debryanto

o Arief Setiawan

o Imam Arif Rahman
o M Fajar Sidiq

o Gatot Vayana

o Fardian Sefreza

IV. Bidang Tata Kelola
o Manajer Tata Kelola:
Mahfudh Ahmad

o Barrakha Kugitama

o N Azizah R Wulandari
o Anika

o Rahma Shintia

Konsep/Jawaban
Selesaikan

Proses sesuai

prosedur
e. Siapkan bahan
f. Perbaiki
g. Pelajari
h. Untuk digunakan
i. Untuk ditindaklanjuti

j-  Tangani Bersama

k. Dapat Disetujui

[.  Untuk Diketahui/
Perhatian

m. Monitor

n. Laporan tertulis

0. Check Status

Perkembangan
Dibantu
Hadiri/Wakili
r. Temui Saya
s. File/Arsip
t. Diedarkan.

Catatan:
Dihadiri pak Agung

Dini Maghfirra




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 — 7942653, website : www.kemendagri.go.id

Jakarta, 20 Juni 2024

Nomor : 000.8.3/4285/Bangda Yth. Daftar Terlampir
Sifat . Segera di

Lampiran : Satu berkas Tempat
Hal : Permintaan Narasumber

Dalam rangka penyelarasan bisnis proses pengelolaan statistik
sektoral daerah dalam modul informasi pembangunan daerah, akan
dilaksanakan rapat pada:

hari : Senin s.d. Rabu

tanggal : 24 s.d. 26 Juni 2024

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat :  Grand Dafam Ancol Jakarta

JI. Lodan Raya No.2A, RT.8/RW.11, Ancol, Kec.
Pademangan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 14430

acara . Rapat Koordinasi Penyelarasan Bisnis Proses
Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah dalam Modul
Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kesediaan
Bapak/Ibu sebagai Narasumber pada rapat dimaksud.

Konfirmasi kesediaan dapat menghubungi Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kemendagri u.p. Direktorat Perencanaan,
Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Sdri. Felicia Tanjung
No. TIp/Hp 085883211544 Tlp/fax (021) 7989487.

Atas kesediaan Bapak/lbu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
PIh. Sekretaris Ditjen,

Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri

Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.Si

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

® Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
£ menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



Lampiran Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Nomor :000.8.3/4285/Bangda
Tanggal : 20 Juni 2024

DAFTAR NARASUMBER

PEMERINTAH PUSAT:

1.
2.

3.

4.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

PIh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen
Bina Pembangunan Daerah;

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri;

Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

PEMERINTAH DAERAH:

1.
2.
3.

Koordinator Penyelenggara Satu Data Provinsi Kalimantan Selatan;
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Musi Banyuasin; dan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak.



PENYELARASAN BISNIS PROSES PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DALAM MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Senin, 24 Juni 2024

Lampiran Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Nomor
Tanggal

AGENDA RAPAT KOORDINASI

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Jakarta, 24 s.d. 26 Juni 2024

000.8.3/4285/Bangda
20 Juni 2024

15.00 - 19.00 WIB Registrasi Panitia
Rapat Internal Evaluasi Kondisi »
19.00-21.00 WiB Perp:gelolaan Statistik Sektoral Daerah Panitia
Selasa, 25 Juni 2024
Pembukaan . Ditjen Bina
07.30—07.45WiB | - "embukaan MC MC Pembangunan
2. Indonesia Raya Daerah
3. Do'a . Pusdatin
07.45-08.00WIB Laporan Pelaksanaan Kegiatan Plh. Direktur PEIPD Kemendagri
Arahan dan Apresiasi kepada Pemda Kepala
08.00 — 08.30 WIB dalam Ha.I Eelaksanaan Pengelolaan Dirjen Bina Pusdatin,.
Data Statistik Sektoral Daerah dalam Pembangunan Daerah Kementerian
E-Walidata SIPD PPN/Bappenas
a.Koordinator Analis . Direktorat
Implementasi Data Statistik Sektoral Penyelenggara Satu Kebijakan Ahli Diseminasi
08.30 — 12.00 WIB Daerah dalam E-Walidata SIPD Tingkat Data Provinsi Madya selaku Statistik, BPS
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan Koordinator . Seluruh
b.Kepala Dinas pada Pemerintah




Komunikasi dan Substansi Daerah
Informatika Kabupaten PMIPD Provinsi
Musi Banyuasin (Daring)

c. Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Lebak

12.00 -13.30 WIB ISHOMA

Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Kepala Pusdatin
Perencanaan Pembangunan Daerah Bappenas SDI Analis
. Kebijakan Ahli
Portal .Satu Data Pemerintahan Dalam Kepa_lla Pusat Data glan Muda selaku
Negeri dalam Mendukung Satu Data Sistem Informasi Sub
13.30-16.00 WIB | |ndonesia Kemendagri Koordinator
pada Informasi
Tata Kelola Pelaksanaan E-Walidata Plh. Direktur SUPD Il PenI;banglrJ]nan
aera

Diskusi dan Tanya Jawab

Rabu, 26 Juni 2024

Rapat Internal Teknis Penyusunan
Rancangan Bisnis Proses Pengelolaan
09.00 - 12.00 WIB Statistik Sektoral Daerah dalam Modul Panitia
Informasi Pembangunan Daerah,
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 — 7942653, website: www.kemendagri.go.id

Jakarta, 20 Juni 2024

Nomor : 000.8.3/4283/Bangda Yth. Daftar Terlampir
Sifat . Segera di

Lampiran : Satu berkas Tempat

Hal : Undangan

Dalam rangka penyelarasan bisnis proses pengelolaan statistik
sektoral daerah dalam modul informasi pembangunan daerah, akan
dilaksanakan rapat pada:

hari : Senin s.d. Rabu

tanggal . 24 s.d. 26 Juni 2024

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat :  Grand Dafam Ancol Jakarta

JI. Lodan Raya No.2A, RT.8/RW.11, Ancol, Kec.
Pademangan, Jkt Utara, Daerah Khusus lbukota Jakarta
14430

acara . Rapat Koordinasi Penyelarasan Bisnis Proses Pengelolaan
Statistik Sektoral Daerah dalam Modul Informasi
Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Bapak/lbu pada
rapat dimaksud tepat waktu.

Konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
u.p. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Tlp/fax (021) 7989487 atau Sdri. Felicia Tanjung (085883211544).

Atas kehadiran Bapak/lbu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
PIh. Sekretaris Ditjen,

Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri

Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.Si

Tembusan:
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri.

» Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
£ menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Lampiran Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Nomor :000.8.3/4283/Bangda
Tanggal : 20 Juni 2024

DAFTAR UNDANGAN

PIh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri;

Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

Inspektur Il, Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina
Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

PIh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina
Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

PIh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditien Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

PIh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;

Kepala Sub Direktorat di Lingkup Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi
Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

Kepala Sub Direktorat Pertanian dan Pangan, Direktorat Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah |, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup, Direktorat Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah |, Ditien Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Kepala Sub Direktorat Kelautan dan Perikanan, Direktorat Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

Kepala Sub Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Sinkronisasi
Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktorat
Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina
Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi
Urusan Pemerintahan Daerah lll, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Perindustrian dan Perdagangan.
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Direktorat Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah Ill, Ditien Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Urusan Pemerintah Dalam Negeri, Direktorat Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah lll, Ditien Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Pendidikan, Direktorat Sinkronisasi
Urusan Pemerintahan Daerah 1V, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

Analis Kebijakan Ahli Madya di Lingkup Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

Analis Hukum Ahli Madya pada Substansi Perundang-undangan, Sekretariat Ditjen
Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi pada Pusat Data dan
Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

ASN Substansi Partisipasi Masyarakat, dan Informasi Pembangunan Daerah,
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina
Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan

29.Tim Teknis SIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.



PENYELARASAN BISNIS PROSES PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DALAM MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Senin, 24 Juni 2024

Lampiran Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Nomor
Tanggal

AGENDA RAPAT KOORDINASI

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Jakarta, 24 s.d. 26 Juni 2024

000.8.3/4283/Bangda
20 Juni 2024

15.00 - 19.00 WIB Registrasi Panitia
Rapat Internal Evaluasi Kondisi »
19.00-21.00 WiB Perp:gelolaan Statistik Sektoral Daerah Panitia
Selasa, 25 Juni 2024
Pembukaan . Ditjen Bina
07.30—07.45WiB | - "embukaan MC MC Pembangunan
2. Indonesia Raya Daerah
3. Do'a . Pusdatin
07.45-08.00WIB Laporan Pelaksanaan Kegiatan Plh. Direktur PEIPD Kemendagri
Arahan dan Apresiasi kepada Pemda Kepala
08.00 — 08.30 WIB dalam Ha.I Eelaksanaan Pengelolaan Dirjen Bina Pusdatin,.
Data Statistik Sektoral Daerah dalam Pembangunan Daerah Kementerian
E-Walidata SIPD PPN/Bappenas
a.Koordinator Analis . Direktorat
Implementasi Data Statistik Sektoral Penyelenggara Satu Kebijakan Ahli Diseminasi
08.30 — 12.00 WIB Daerah dalam E-Walidata SIPD Tingkat Data Provinsi Madya selaku Statistik, BPS
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan Koordinator . Seluruh
b.Kepala Dinas pada Pemerintah




Komunikasi dan Substansi Daerah
Informatika Kabupaten PMIPD Provinsi
Musi Banyuasin (Daring)

c. Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Lebak

12.00 -13.30 WIB ISHOMA

Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Kepala Pusdatin
Perencanaan Pembangunan Daerah Bappenas SDI Analis
. Kebijakan Ahli
Portal .Satu Data Pemerintahan Dalam Kepa_lla Pusat Data glan Muda selaku
Negeri dalam Mendukung Satu Data Sistem Informasi Sub
13.30-16.00 WIB | |ndonesia Kemendagri Koordinator
pada Informasi
Tata Kelola Pelaksanaan E-Walidata Plh. Direktur SUPD Il PenI;banglrJ]nan
aera

Diskusi dan Tanya Jawab

Rabu, 26 Juni 2024

Rapat Internal Teknis Penyusunan
Rancangan Bisnis Proses Pengelolaan
09.00 - 12.00 WIB Statistik Sektoral Daerah dalam Modul Panitia
Informasi Pembangunan Daerah,
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah




AGENDA RAPAT KOORDINASI
PENYELARASAN BISNIS PROSES PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DALAM MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH,
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Jakarta, 24 s.d. 26 Juni 2024

Senin, 24 Juni 2024
15.00 — 19.00 WIB Registrasi Panitia

Rapat Internal Evaluasi Kondisi

19.00 -21.00 wiB Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah Panitia
Selasa, 25 Juni 2024
Pembukaan a. Ditjen Bina
13.30-1345Wig | = embukaan MC MC Pembangunan
2. Indonesia Raya Daerah
3. Do’a b. Pusdatin
Analis Kebijakan Ahli Kemendagri
13.45-14.00 WIB Laporan Pelaksanaan Kegiatan Madya selaku Koordinator c. Kepala
pada Substansi PMIPD Pusdatin,
Arahan dan Kebijakan terkait Data Kementerian
14.00 — 14.30 WIB Statistik Sektoral F)aerah pada E-Walidata PIh. Direktur PEIPD PF’N/Bappenas
dalam SIPD sekaligus Membuka Acara d. Direktorat
Rapat Koordinasi Diseminasi
Kebijakan Satu Data Indonesia . , Statistik, BPS
Kepala Pusdatin Analis
dalam Perencanaan Pembangunan Bappenas SDI Kebiiakan Ahl e. Seluruh
Daerah PP '\i ga ar: K ! Pemerintah
14.30-17.00 WIB Portal Satu Data Pemerintahan Kepala Pusat Data dan u ZSE aku Daerah
Dalam Negeri dalam Mendukung Sistem Informasi u Provinsi
. . Koordinator .
Satu Data Indonesia Kemendagri pada (Daring)

Tata Kelola Pelaksanaan E-Walidata Plh. Direktur SUPD Il




Substansi
PMIPD
17.00 — 19.00 WIB ISHOMA
a.Koordinator
Penyelenggara Satu
Data Provinsi
Kalimantan Selatan Analis
Implementasi Data Statistik Sektoral b. Kepala.Dlngs Kebijakan Ahli
Daerah dalam E-Walidata SIPD Tingkat Komunlk_aS| dan Madya selaku
19.00 — 20.30 WIB . Informatika Kabupaten Koordinator
Pemerintah Daerah . .
Musi Banyuasin pada
c. Kepala Dinas Substansi
Komunikasi, Informatika, PMIPD

Statistik dan Persandian
Kabupaten Lebak

Diskusi dan Tanya Jawab

Penutupan:

Tindak Lanjut Pelaksanaan Data Statistik
20.30 — 21.00 WIB Sektoral Daerah pada E-Walidata dalam
SIPD sekaligus Menutup Acara Rapat
Koordinasi

Dirjen Bina
Pembangunan Daerah

Rabu, 26 Juni 2024

Rapat Internal Teknis Penyusunan
Rancangan Bisnis Proses Pengelolaan
09.00 — 12.00 WIB Statistik Sektoral Daerah dalam Modul Panitia
Informasi Pembangunan Daerah,
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah




